BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

5.1.1 Keterkaitan Prinsip Due Process Of Law Dengan Negara Hukum

Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan dengan tegas bahwa :
“Negara Indonesia adalah negara hukum”.
Dalam negara hukum terdapat 3 (tiga) unsur fundamental yang harus ada dalam

berdiri dan tegaknya negara hukum, yakni supremasi hukum, jaminan HAM, dan
peradilan yang mandiri dan bebas merdeka. Prinsip due process of law merupakan
pengejawantahan peradilan yang independen dan bebas merdeka, perlindungan
HAM, dan supremasi hukum. Dengan adanya prinsip due process of law maka
akan memberikan jaminan terselenggaranya unsur-unsur negara hukum tersebut.
Sehingga terdapat keterkaitan antara prinsip due process of law dengan negara

hukum.

Pemerintah dan setiap warga negara harus berlandaskan hukum sebagai
panduan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga dalam
proses perumusan hingga pemberlakuan peraturan hukum yang diselenggarakan
oleh pembuat peraturan, hukum harus dapat memberikan kepastian hukum,
keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum bagi semua pihak, tanpa terkecuali
Setiap peraturan hukum yang ada harus sesuai dengan nilai-nilai yang lahir dan
hidup di masyarakat, yaitu Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Hal ini yang
disebut sebagai supremasi hukum yang benar, yang menjadi unsur fundamental

pertama dalam negara hukum.

Supremasi hukum disebut sebagai pengejawantahan prinsip due process of
law, sebab terkandung makna bahwasannya, dalam menjalankan suatu negara
hukum dipandu oleh peraturan hukum yang berguna untuk mengatur kehidupan
berbangsa dan bernegara. Peraturan hukum yang dibentuk oleh Penguasa tidak

hanya berlaku bagi warga negara saja, tetapi juga berlaku untuk Penguasa. Dalam
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menjalankan kekuasaannya Negara tidak boleh sewenang-wenang, negara tidak
boleh menjalankan kekuasaan yang ada panya tanpa memperhatikan harkat,
martabat, dan hak-hak rakyat. Kekuasaan yang mereka jalankan haruslah

berdasarkan peraturan hukum yang sah dan sesuai dengan kehendak rakyat.

Unsur fundamental kedua yakni, HAM. Hak asasi manusia menjadi
fondasi yang esensial untuk berjalannya negara hukum. Dalam HAM terdapat hak
konstitusional yang diatur dalam konstitusi. Hak konstitusional ini adalah untuk
memiliki perlindungan, keseteraan, kepastian, kesamaan di hadapan hukum
menjadi salah satu hak konstitusional yang dijunjung tinggi dan dijamin oleh
Negara, tepatnya pada Pasal 27 ayat (1) jo. 28 D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
Hak untuk memiliki perlindungan hukum dan persamaan hukum di atas

merupakan pengimplementasian prinsip due process of law.

Ketika Negara telah memberikan jaminan perlindungan akan hak
perlakuan yang sama di hadapan hukum, maka sudah seharusnya pemerintah
untuk  menghormati dan menjaganya secara konsisten, dan jangan sampai
ditiadakan atau tercederai. Salah satunya dalam pembuatan peraturan hukum,
Pemerintah dalam merumuskan suatu peraturan hukum harus berisikan hal-hal
yang dapat menjamin perlakuan secara adil, logis, dan tidak sewenang-wenang

terhadap setiap orang, serta jaminan perlindungan HAM yang setara.

Unsur fundamental ketiga ialah peradilan yang mandiri dan bebas
merdeka. Setiap orang dalam perampasan hak-haknya, apabila sedang dalam
sengketa hukum maka harus melalui proses peradilan. Proses peradilan yang ada
dalam kekuasaan kehakiman di Indonesia merupakan kekuasaan yang dibentuk
dalam suatu negara hukum untuk menegakkan hukum yang adil, layak, logis, dan
benar. Lembaga kekuasaan kehakiman juga merupakan lembaga kekuasaan yang
independen dan bebas merdeka. Oleh karena itu saat hakim sebagai pelaksana
kekuasaan kehakiman, sedang menjalankan tugas dan kewenangannya tentu akan
menjalankannya tanpa intervensi dari kekuasaan atau pihak mana pun, namun

mengacu pada apa yang patut dan adil berdasarkan Pancasila dan UUD NRI
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Tahun 1945. Proses peradilan ini juga merupakan perwujudan prinsip due process
of law, lembaga kekuasaan kehakiman menjadi lembaga yang menegakkan prinsip
due process of law dalam negara hukum.

Berdasarkan argumentasi Penulis di atas, maka dapat disimpulkan dalam
tegaknya suatu negara hukum, diperlukan pembatasan kekuasaan agar Negara
tidak sewenang-wenang atau otoriter namun berlandaskan hukum yang adil dan
benar, diperlukan juga jaminan pencegahan pelanggaran HAM dan perlindungan
HAM bagi setiap orang tanpa pandang bulu, serta proses penyelesaian suatu
sengketa hukum melalui proses peradilan yang independen dan bebas merdeka,
dibutuhkan suatu prinsip yang menjadi jaminan terselenggaranya ketiga hal
tersebut yakni, prinsip due process of law. Oleh karena itu dapat dilihat adanya

keterkaitan antara prinsip due process of law dengan negara hukum.

5.1.2 Implementasi Prinsip Due Process Of Law Dalam Pembubaran
Organisasi Kemasyarakatan Melalui Pengadilan Sebagai Implementasi
Penegakan Prinsip Due Process of Law Dalam Negara Hukum

Ormas merupakan salah satu kesadaran kolektif yang lahir dari Pasal 28
jo. Pasal 28 E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Kemerdekaan berserikat dan
berkumpul menjadi wujud partisipasi aktif rakyat dalam menjalankan roda
pemerintahan berpaham kedaulatan rakyat. Ormas dalam menjalankan kewajiban
dan kegiatannya wajib berpedoman kepada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

Akan tetapi pada saat ini terdapat Ormas yang dalam menjalan
kegiatannya justru bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945,
bahkan membahayakan eksistensi Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, serta
mengamcam kedaulatan NKRI. Sehingga Pemerintah memberi sanksi yang tegas
dan ketat dalam peraturan hukum tentang Ormas. Hal ini untuk menindaklanjuti
Ormas yang melakukan kegiatan yang menciderai nilai-nilai Pancasila dan UUD
NRI Tahun 1945 dengan menjatuhkan sanksi administratif berupa pembubaran

atau pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum
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bagi suatu Ormas yang tidak sesuai dengan landasan idiil dan landasasan
konstitusional tersebut.

Pembubaran Ormas berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017
yang hanya memberikan kewenangan pemerintah dalam prosesnya untuk menilai
apakah suatu Ormas terbukti bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun
1945 telah menghilangkan proses peradilan yang ada dalam kekuasaan yudikatif.
Dengan hanya pemerintah yang memiliki kewenangan itu, maka telah hilang pula
lah hak konstitusional Ormas sebagai subjek hukum untuk mendapatkan hak
persamaan di hadapan hukum. Hak konstitusional ini dikonkretisasi dalam hak
untuk membela dirinya di pengadilan, mendapatkan bantuan hukum, dan
dianggap tidak bersalah hingga ditetapkan dalam putusan pengadilan yang sah dan
telah BHT.

Ormas merupakan salah satu pemilik atau pemegang hak konstitusional
yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Hak konstitusional yang diatur dan
dilindungi dalam UUD NRI Tahun 1945 berlaku bagi seluruh pemilik hak
konstitusional tanpa terkecuali. Hak konstitusional merupakan hak yang wajib
dilindungi dan dihormati oleh seluruh pihak, tidak hanya oleh warga negara tetapi
juga oleh Pemerintah. Sehingga sudah sewajibnya Negara menjaga dan
memastikan bahwasannya setiap pemilik hak konstitusional mendapatkan apa
yang menjadi hak konstitusional mereka, termasuk terhadap Ormas sebagai subjek
hukum dan pemegang hak konstitusional.

Ketika terdapat masalah hukum yang dapat merampas hak konstitusional
pemegang hak konstitusional, hal itu harus dilalui dengan proses peradilan dalam
lembaga yudikatif yang memang bertugas untuk menegakkan hukum. Dalam
proses peradilan terdapat sejumlah asas yang menjamin terselenggaranya prinsip
due process of law yakni hak untuk membela dirinya, hak untuk memperoleh
bantuan hukum, hak kesetaraan untuk berperkara di pengadilan, dan hak untuk
tidak dianggap bersalah hingga dikeluarkan putusan pengadilan yang sah dan
BHT. Dengan dihilangkannya kewenangan pengadilan dalam memberikan
pertimbangan hukum untuk membubarkan suatu Ormas tentu telah

menghilangkan hak konstitusional tersebut.
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Ormas memang tetap dapat mengajukan gugatan ke PTUN akan KTUN
yang dikeluarkan oleh pemerintah yang mencabut surat keterangan terdaftarnya
sebagai Ormas. Namun Ormas tidak memiliki hak untuk membela diri sejak awal.
Ormas tidak dapat memiliki hak untuk membela dirinya. Ormas tidak memiliki
hak untuk memperoleh bantuan hukum dalam menyelesaikan sengketa hukum.
Ormas juga tidak memiliki perlindungan hukum untuk tidak dianggap bersalah
sebelum ada putusan pengadilan BHT atau asas praduga tak bersalah. Ormas pun
tidak dapat menikmati hak persamaan untuk berperkara di pengadilan. Padahal
hak-hak itu merupakan cerminan dari prinsip due process of law dalam negara
hukum.

Di sisi lain, Ormas yang fungsi dan perannya memiliki kesamaan dengan
Parpol sebagai infrastruktur politik justru berbeda dalam pembubarannya. Parpol
apabila terindikasi melakukan kegiatan yang menciderai Pancasila dan UUD NRI
Tahun 1945, akan diperiksa dan diproses oleh MK sebagai salah satu lembaga
kekuasaan kehakiman. Apabila memang benar terbukti bersalah, MK baru akan
membubarkan Parpol tersebut. Sehingga Parpol tetap dapat memiliki hak
persamaan dan perlindungan di hadapan hukum dengan tetap dapat berperkara di
pengadilan. Hal ini juga menjadi suatu permasalahan karena seharusnya Ormas
dan Parpol sebagai infrastruktur politik, memiliki persamaan dalam
pembubarannya, yaitu tetap diadakannya proses peradilan oleh lembaga yudikatif.

Berdasarkan argumen kesimpulan yang telah Penulis uraikan di atas, maka
dapat disimpulkan bahwa mekanisme penjatuhan sanksi administratif yakni
pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum
dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM telah menghilangkan 3 (tiga) hal pokok
dalam negara hukum. Pertama, hilangnya jaminan perlindungan HAM untuk
memperoleh persamaan di hadapan hukum. Kedua, menciderai pembuatan
produk hukum vyang adil, rasional, dan layak. Ketiga, meniadakan proses
peradilan yang mandiri dan bebas merdeka. Padahal ketiga hal itu merupakan
pengimplementasian prinsip due process of law. Sehingga dapat dilihat terdapat
pertentangan pembubaran Ormas melalui pengadilan dengan prinsip due process

of law dalam negar5.2 Saran
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Melihat masalah-masalah di atas yang begitu kompleks, untuk itu haruslah
dilakukan beberapa pemecahan masalah, disini Penulis memberikan beberapa
saran, antara lain:

1. Untuk menjamin persamaan di hadapan hukum antara Ormas dengan
Parpol yang merupakan bagian dari infrastruktur politik. Sebaiknya,
perlu diadakannya amandemen UUD NRI Tahun 1945. Pasal yang
perlu diamandemen adalah Pasal 24 C ayat (3) UUD NRI Tahun 1945
yang mengatur kewenangan MK. Dalam pasal ini hanya mengatur
kewenangan MK untuk membubarkan Parpol. Pasal ini diubah dengan
menambah kewenangan MK untuk dapat membubarkan Ormas.

2. Agar pembubarannya tidak dilakukan secara sepihak oleh pemerintah
saja dan tetap menjamin terlindunginya hak konstitusional Ormas
sebagai pemengang hak konstitusional untuk mendapatkan perlakuan
yang sama di hapadan hukum, sehingga Ormas dapat berperkara di
pengadilan jika memang Ormas diduga melakukan tindakan
menciderai Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Sebaiknya
diperlukan adanya revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017
Tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang
Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang. Revisi
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 berupa pengubahan isi pasal
yang mengatur kewenangan membubarkan Ormas dari tahap awal
yakni penilaian hingga akhir diselanggarakan oleh Menteri Hukum
dan HAM dalam pada Pasal 62 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2017 diganti dengan menambahkan frasa “dalam hal Ormas
tidak memenuhi sanksi penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Menteri hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan
kewenangannya melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar atau
pencabutan status badan hukum setelah dikeluarkan putusan
pengadilan dari Mahkamah Konstitusi yang telah berkekuatan

hukum tetap yang berisikan pertimbangan hukum bahwa benar
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Ormas tersebut harus dibubarkan karena telah melanggar
kewajiban dan larangan-larangan yang telah ditetapkan dalam
sebagaimana yang ada pada Pasal 21, Pasal 51, Pasal 52, dan
Pasal 59”.

Untuk permasalahan tidak efektifnya atau lamanya jangka waktu
proses peradilan, yang mengakibatkan dihilangkannya proses
peradilan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 dan dapat
tetap menjaga ketertiban umum dalam masyarakat yang disebabkan
keresahan masyarakat atas tindakan Ormas yang dapat mengancam
kedaulatan NKRI. Maka sebaiknya Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2017 perlu mengatur percepatan proses peradilan pada saat memutus
sengketa pembubaran Ormas, apakah Ormas yang diduga tersebut
layak untuk dibubarkan atau tidak. Perlu adanya percepatan jangka
waktu proses peradilan oleh MK.
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